
  
BUPATI GARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

NOMOR 2 TAHUN 2017  

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 24 TAHUN 2011 
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN                                               

BADAN USAHA MILIK DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

Menimbang       :  a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 213 ayat (1)                   

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Pasal 78 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam 
meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa 
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan 

pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha 
ekonomi masyarakat perdesaan, Pemerintahan Daerah telah 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa;   

b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Menteri Desa 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 

Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan 
dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan 

Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam                    
huruf a perlu dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan hurub b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten 

Garut Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan 
dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; 

Mengingat       : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan                    

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9   

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                           
Nomor 5879); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia               

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593);  

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 

Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha 
Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 296); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 
Nomor 9); 

9. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut                     
Tahun 2016 Nomor 27); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT 

dan 

BUPATI GARUT 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 24 

TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN 
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA. 

Pasal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut. 

 Ditetapkan di Garut 

 pada tanggal 3 - 3 - 2017 

 B U P A T I  G A R U T,  

               t t d 

                                                                               RUDY GUNAWAN 

Diundangkan di Garut 
pada tanggal 3 - 3 - 2017  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,  

     t t d   

   I M A N  A L I R A H M A N 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
TAHUN 2017 NOMOR 2 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT                 
(2/39/2017) 


